
 
 

 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR 45 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI   

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 109 Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

bahwa ”Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan 

nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada 

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan 

dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga 

pemerintah non-kementerian yang membidangi Urusan 

Pemerintahan tersebut”; 

b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Gubernur 

Sumatera Barat Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 

Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1646); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 104); 
 

  7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128); 

 

 

MEMUTUSKAN  : 
 



Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH. 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

atau keterampilan tertentu. 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian 

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi.  

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 



Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 3 

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : 

a.Bagian Umum dan Keuangan, membawahi; 

1.  Sub Bagian Program dan Keuangan; 

2.  Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan 

3.  Sub Bagian Rumah Tangga.  

b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi; 

1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan; 

2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan 

3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi. 

c.  Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahi: 

1.  Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran; 

2.  Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan 

3.  Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi. 

(2)   Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Sekretariat DPRD 

Pasal  4 

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, 

serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
b.  penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 
c.   fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan 
d.   penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  

Pasal 5 



(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan bidang keahliannya.  

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.  

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-

undangan.  

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 6 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, 

Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-

masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD, 

sesuai tugas masing-masing.  

(2) Sekretaris DPRD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal 

terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Sekretaris DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 

bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya.  

(4) Sekretaris DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung 

jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.  

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris DPRD dari bawahannya wajib 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 

lanjut.  

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib 

disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 

hubungan kerja.  

(7) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris DPRD dan unit organisasi di bawahnya 

wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

bawahan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 



 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera 

Barat Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 8 

Ketentuan mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, ditetapkan 

dengan Peraturan Gubernur tersendiri. 

Pasal 9 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.   

Ditetapkan di Padang 

pada tanggal 23 Agustus 2018 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 
Ttd 

 
   IRWAN PRAYITNO 

Diundangkan di Padang  

pada tanggal 23 Agustus 2018 

     Pj.SEKRETARIS DAERAH  

  PROVINSI SUMATERA BARAT, 
 

Ttd 
 

               NASIR AHMAD 

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN     

PERATURAN  GUBERNUR  SUMATERA  BARAT 

NOMOR :         TAHUN 2018 

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  DAN FUNGSI 

   SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  

   RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI   

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 
 

 
IRWAN PRAYITNO 

 

SEKRETARIS DPRD 

BAGIAN 
UMUM DAN 
KEUANGAN   

 

 BAGIAN 
PERSIDANGAN DAN 

PERUNDANG-UNDANGAN  

 

SUB. BAGIAN FASILITASI 
PENGANGGARAN 

 

 SUB. BAGIAN 
PROGRAM DAN 

KEUANGAN 

 

 SUB. BAGIAN 
KAJIAN  PERUNDANG-

UNDANGAN 

 

 

 BAGIAN FASILITASI 
PENGANGGARAN DAN 

PENGAWASAN 

 

 

SUB. BAGIAN 

FASILITASI PENGAWASAN 

 

SUB. BAGIAN HUMAS, 

PROTOKOL DAN 
PUBLIKASI 

 

 SUB. BAGIAN 

KERJASAMA DAN ASPIRASI 

 

SUB. BAGIAN TATA 
USAHA DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

SUB. BAGIAN 
PERSIDANGAN DAN 

RISALAH 

 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUB. BAGIAN 

RUMAH TANGGA 


